KEFPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REFUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG

TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN

BADAN PANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

d.

bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengawasan atas
akuntabihitas penvelenggaraan tugas dan fungsi Badan
Pangan Nasional yang semakin dinamis, perlu dilakukan
pengawasan intern vang lebih efektif dan memberikan nilai
tambah bag pencapaian tujuan kebijakan nasional dan
rencana strategis Badan Pangan Nasional;

bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern vang lehih
efektif dan memberikan nilai tambah bagl pencapaian
tujuan kebijakan nasional dan rencana strategis Badan
Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huaruf a,
perlu  mengatur tata kelola pengawasan intern  di
lingkungan Badan Pangan Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hurufl b, perlu menetapkan Peraturan

Badan Pangan Nasional tentang Tata Kelola Pengawasan
Intern di Lingkungan Badan Pangan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan
Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 162);

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TATA
KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN BADAN
PANGAN NASIONAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan;:
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Tarta Kelola adalah kombinast proses dan siruktur yang
dilaksanakan nleh mangjemen untuk menginforrnasikan,
mengaralikan,  mengelols,  dan memantau kegialan
OUEANLISAS] TG PENCApRAn | ETITrA.

Pengawasan Intern adalabh selueuh proses kesialan audi,
reviu, evaluasi, pemantzuan, konsultaosi dan kesiatan
Ppengawasan lain lerhadap penyolonggaraan fagas dan
[tmgs1 orgamsasi dalam rangka meomoerikan  keyakinao
vang memadar babwa keslamm yane elah dilaksanskan
sesllal dengan lolok ukar vang elah ditclapkan secara
clcktf dan efisien unluk kepeiingan picpinan dalom
mesudkan tata Repemerintahan vang baik.

Apatdl Pengawasan lntern Pemnerintah vang selanjuinws
dizingiat APTP pdalah inzpektorst vane melaksanakan
fungsi Pengmwsasan Intern di Uogkungan Badan Pangan
Nasicnal.

Pejabal  Fungslonal Auditor yang  selanjuinva  dischuc
Auditor adalah pegawail neperi sipil yang diberi lugas.
tangguing  jawab,  dan wewenane untul melakukan
PUOBAWARAN inlern.

Auditan adalab unil kera/ satvan kerja vang menjadi ohjok
Perpgawasan lntern,

Pegawal Negerl S1pll vany selanjutinya disingla PNS adalalh
walgn oegare Indonesia yang memenuhiosyaral tertcnto,
disnglear sebwpni pegawal aparalur sipil negara secara ECEap
tleh pejabar pernbinag kepegawaian  untu®  merncdudol
jabatan pemerintahan.

Pegawai Tainnva adaleh pegawal yang diangkat pads
jabaran vung telah mendapar persctajuan dari menterd VHIR
roenyclenggacakan wusan pemerincohan o3 bidang
pendayagunaar aparalur ncgara dan reformasd birokrasi,
Pegawnl di Lingknnmgan Badan Pangan MNasional vang
sclanjutiva disehut Pepawsi adalah peyswai negeri il dan
prgawar lainnya vang berdasarkan keputusan pojalst yang
lervenarg disngkat dalaso suatu jabaian dar bokera
wecard Penuh padd saman organisasi di lingkungan Badan
Pangarn Nasional,

Badan Pangan Masioral adalaby lembaga pemeniniall yang
berada i hawsh dan bertangeung juwab kepada Presiden
VAN Mempunyal tugas melaksanakan Lugas pemerintahan
i badang pasigan.

Kcpala Tadan Fangan Mosional vang selaniutnys disetnd
Kepala Badan adalab kepala lembaga pemeriniah vang
IMEmPUNYA lugas melaksanakan 1upss pemerintihan di
bidang pangan.

L'nit Kerja Kscloo [ adalah Selrelaria: Utama dan Deputl di
lmgkungan Buadan Panpan Nasional.

Inspekiur adalah Inspekinr Badan Panpan Nasicnal,
Inspekloral adalah unsue pengawasar inlernal wHrp boraca
di bawsh dan berlanegung jawab keparla Eepala Badan dar
sccara adninistratlil dikocedinasikan eleh Sekretaris Utama
VAR IMEMPAITyal LIEAS pengdwasan inlern di linpkungan
Badan Panpan MNasiomal.
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14. Badan Pemeriksa Keuangan vang selanjutinya disingkal BPK
adalal lemliags nesuars vang becilpas unuk memerilss
pengclolaan  dac tangeonsg  jawal keusngan negara
sebopaimana  dimmaksud  delam Undang-Undang  Dasar
Negara Republilk indeoesia Tahun 1945,

15 Badan Penpawasan Keouangao dan Pembangunan, vans
selanjutnya disingbal BPKDP, adalab aparat pensawasan
inlern pemerintah yeng herada di bawsh den bortangzang
jrwalr kepada Presiden,

BEABTI
PENYELENGGARAAN PENGATWASAN [NTERNM

Pasal 2
Ingpclrorat menyelenggarakan Pengewasan  Triem atas
pelaksanaan fapas dan fungs:
a. Linil Keoa Eselan T; dan
b. sarwan kerja deokonsentresl dan tugsas pembantuan i
bidatg parsan.

Yasal g
Pengawasan Inteen sebapgaimana dicnaksud dalarm Pasal 2
micliputi:
(2, QSUFLNS;
b konsultansi; dan
c. Prngswasan hifern lainnya.

[meal 1
Asurans selwpaimana dimaksod dalam Pasal 3 harot a meliputl:
Ao wodit
b, rewig;
c. evaluast; dan
d, poemantauan,
Pasal 5

Konsultansi scbagaimana dirmaksud dalam Pasal 3 buruf b
o

A aslstensi; dan

I mbingan.

Pasul B
Pengawasan tnoern lainnya sebuapalimana  dimaksid dslam
Pasal 3 huril ¢ paling sedilet melipuli:
a. sosialisog;
b. telash,
¢, Iokakarya, serminar, dan kegiaman edulasi laizinya;
rl. penvusunan naskah kebijalkan Prngawsasan; dan
. perelaEan.

Pasul
helentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengawasan
Tnlern sebapsimana dimaksid dadam Puasal 3 diaLur dalarm
petunjule reknis vang diletapkan olch Kepula Badan.




BAE 1]
MAMAJTEMEN PENCGAWADAN INTERN

Bagino Besak
Pelaksuna Penpgawasan Inlern

Frsual &

(1) Pengawssan bntern di lingkunegan Badan Pangan Nasicnal
dilaksanakan  alch  tim Penggwasan  [orern yang
keanggotaannya terdin atas Auditor.

(£ Delam hal  diperlukan dan berdasarkan perseiajuan
Inspekiur. Pengawasan Intorn sebagaimana dimalosud prada
avdl (1) dapat dibanti oleh Pegawai vang ditunjule sesuai
dengan kempeicnsinya.

[ Tim Pengawasan Inlern scbagaimanyg dimalesud pada avat
{1] ditezapkan oleh:

a. Kepala Badan: ataig
b. Inspekior,
sesual kewenangannya berdaszrian surat cugas.,

Baman ledua
Tahapan Pengawasan Truern

Paragral 1
Ermaen

Pasal L
Manajemen Pengawasan Intern ditukuken dengan ahapan;
A, porencanaan Pongawasan Inlern;
b. prlaksanaan Pengasasan nlerm;
c.  komunikas hasil Pengawasan Inlern;
d. petaksanaan cindak laniue hasii Perugmswasan Tnlent: dan
¢ pemantauan dan pencntuan stanss tindak lanjut hasil
Pengawasan Tnlem.

Faragrai 2
Porencanaan

Fasal 10
(1) Perencanaan Pengawasan [otern sebmpaltnany dimalisud
dalam Pazal 2@ huruf a disusun oleh Inspekrora palitg
sedileit terdazarkan;
4. Tencans strategis Badan Pangan Nasinnsl;
b rencand strategis Lot Kerja Tselon [
o profil risiko vang dihasilkan dari proses O100a T
rigika: dan
i amanal  dalam Eetentoan porataran  Pecuncdang
undarinn.
[£] Perencanaan Pengawssan lntern sebagairmany dimaksd
pacda avat |11 terdirl atas:
4. rencanag sfralegis lnspekeorat; dan
b. program kerja Pengawasan Intern lahunan,




Pazal 11
[1] Rencana strategis  lospeklorat  schbagaimana  dimalosud
dalam Pasal 10 ayar (2) huruf & ditctaplean oleb Tospekiur.
{2] 'rograrn Kerja Penpawasan lntorn tahunan sehagaimsna
dimaksud dalarm Pasal 10 avat (2] horol s disampsilkan olet
Inspclicur kepads Kepala Badan melalui Sskreteris Uana
nntubl mendapAl persctuyuan.
[3) Berdasarkan persetujuan schagaimans dirnakssd pada ayal
(2} lnspekmir menctapkan program kerjq Pengawassn Lisrn
ralinan,
[nspekliur menysmpaikan program kerja Pernpawssun
[oteern lghunan schagaimana dimaksud pade ayval (3] secira
rertuibis Kepaca punpian Uil Kea Bselen L

[

Paragral 3
Pelaksanaan

I*asal 12
{11 Felaksanaan Pengawasan Intern selwygaimana dirmnalksud
dalam Fasal @ hkurud b mengacy pada program keda
pongawasan lahunan don jadwsl kegiatan Perpawassn
Intern vaog cdisusun olch dm Penpawasan Intern.

() Pelaksanaan Pengawasan lntern schagzimana dimaksud
pada aval (ly dilakukan dalam jangks  wakoo yvang
tercanlum dalam sucad lugas [nspelktor,

(B} Apabila  polaksanaan  Penpawszzan Tnlern ridal danal
cigielesa’kan sesvai dengan jangks wakiu yang fercaniom
clalam surzt tiges sehagaimana dimaksud pada aval (2] tim
Penpawasan Intern harus menyampaikan laporan toroulis
pada Inepekiue disertal alosan penvebaboa.

{#] Berdasarkac laporan tertilis schagaimana dimaksud vAda
avat [3]. lowpektur dapal memperpanjang jangka wakiu
polaksanasan Pensawasan [nlem.

Mazal 173

Tim Peneawasan Tnlermn monyarmpaikan kaosep  laporan
hasil Pengawasan Inlern dalam jangka walkttl paling lambal
18 [empat belas] hari kerja selelah berakhirmya janeka
waklu surat tupas,

homscp Laporian Haszil Pengawasan Intern zebaraimana
dimaksud pada avat (1) disampaikar: secar tertulis hepads
Imspcktur untule dilskickan revin dan selaniugya
mendapatkan  persetujusn menjad] lapmran hasil
PCIIZAWRSHTL,

(1

——

12

 —

FPraal 14
lam melaksanaloan Pengawasan Mniern, fun Pengawnsun
Intern dilarang:
a. mengambil abh rangeung jawsb auditan seas felaksannan
fapas dan tanpsi; dan
B.aneclakukan peneawasan di luar cuang lingkup penugasan
wung direrapkan dalarm surat rugas,




(1)

(4]

(3]

(]

{Z]

.6 -

Fouragral 4
Komuanikasi

[*asal 15
Kamumikax)  hasil  Pengawasan  [otern sehapaimans
rhirnaksud dalam "asal Y borat © dilakukan oleh Inspekour
Lepadys Auditsn dalam bentubk lapnean hasi]l Penpawasan
Intcen.
Laporan hasul Pengowasan Tnilern sehapgaimana dimalosued
pada ayar (1] memuat rekomenduasi hasi] Penpawasan
[nrorm.

Cralam hal lapuoran hasil Pengmaewasan lntern e
rckomendasi vacg lecheds dengun vang telab: disampmilsn
pada saar petlertusn skhiv, dm Pengawasan Entern harus
menyampaikan perubahan rckomendasi kepads Audican
unrik mendzpatkan angrapan sebelurn laporan  hasil
Pengawazan Inicrn dizelesailean.

Laporan hasi] Pengawasan Iiemn sebagaimana dimaksuorl
pratla ayal 1] disampaikzn secars tertolis kepada Aadlitan
uniuk dilakukan dndak Tanjur dan ditcrobusikan Lepada
pimplnan Auditan.

Cralam hal dipeshakan, komunileasi hasil Penpawasan lntern
dapat ditakukan melalui media elektronik.

I*aragrat o
Pelaksanaan Tindalk Lanjut 1Tasil Pengawaszan Erern

Pasal 15

Pelnksanaman  tindak  lanfut hesil  Pengswasan  lnicrn

sebagaimana  dimaksud dalam Pasal % hurol d, wajb

hlakukezn oleh Audiiun lerhadap hasil Pengawazan loneen
vang tercantinn dalem laporan hasil Pengawasan Teiern
sesual dengan Jangka walicw vange dilentukan.

Thak yaop melaksanakan tindak lanjur hasl Pengawasan

brcern moelipuli;

. pejalmtipegawal vang disebutkan dalam rekomeondas,
haxil Pengawasan Inlemn;

b pelaksana harien (Pl /pelaksarna lugae (Pli) dac
pejabmt vang cdisebutkan  dalam rokomendasi o el
Pengawasan Tnlern;

©.oatasan dar paebat/pegawai vang disebutkan cdulam
rckomendasi nasil Penpawssan Inlerm scoara
bBorjenjang, dalam Fral pelaksnng harian
Pl b/ pelsksana tugas (Pl dari pejabac vang
dizetnilkan dalam rekomendasi hasil Penpawmzan Iniern
belurm ditetapkan,

d. pejabwt pada uni kerda baru vans memilild ruaas dan
fungsl scsvai dengan rekomendasi hasil Pengawszan
Intern, dalam hal terjadi ceorganisas,

£. atasan langsune  dari pejatat! pegawai vang
dirckomendasikan untuk dijaluhi kokuman disiplin
dan/atan pejabal yong berwenang dan berlanggong
lawab unlwk menjatubikan hukumao disiplinn . sesen]

dengan  ketontuan pEraturan  perundang andangan:
ArAL
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f. pibak lzin herupa perscorangan atau koorporasl sclain
boaenl a, keurul b, hunal ¢, humf g, can hural o, voce
diseliutkan dalaon rekomendasi hasi]  Pengswasan
lruern,

(3] Pelaksana harian (M) pelaksana 1agas (P sebagaimana
cdirnaksud poado avat (2 hurad b dalam melakeanalkan tincdak
largut basil Pengawazan Intarn dilaksanakan scsuai dengan
kewenangaiirva berdnsarkan lictentuan preraluran
perundang-undar:gan.

(4] Pelaksanaan tindak  lanjul  hasil lengawasan Intern
sebagaimana  dirmaksud pada avat (1) Jilaporkan cleh
Auditan kevada Tnspekiorat dalam jangka waktu paling
lama 30 {ciga palub) hari kerja serelah Taporan Pengawasan
Intern dilerima oéich Auditan dao ditembuskan  kepmda
plnipncian Auelifan,

(o Apabila Ardilan udak menimlaklanjut! hasil Penpawasan
Intern 1znpa alasan yang sah dalam jangla wakly vang
diteartukan, Inspektorar dapal melakulian Awdic dengan
FLyjuAT leTleitu.

Fasn! 1Y

Pelaksanaan tindak lanjul alas hasil Penpawasan lntern dapwal

ditimpahkan  kepada pihak lain vang berseonang  derngan

persclujuan kKepale Badan welalui Sekrelaris Utams, dalam
buial;

ao terdapat temilan vang bemndikesi Undak pidana korupsi,
kolusl, dan nepotisme arau vindak pldana lain yane monuiun
ketentu=n  peraturan perundang-undangan vt sl
kewenangan aparar penepak huloem;

B. indak lanjut wemuan berups penagiban atas EALILETE
negara, maka penyelessian tindak larjut discrahkan kepadsn
PANIIE Lrusan piulacg negaty; aluy

co tenjadl roorganisast unic kevjafsaluan kesjs baik berups
pembubaran,  penggabonpgan,  dansatan TECAMIPLREAn,
schingga umnil kerja semuly berubab nama alau benouk dar
vung diseliitkan di dalam faporan hasil Pengawasan Tnitem,
maka penyelesatan rindak lanur diserahkan kepada unit
kerja yany memiliki fupgas dan funesi vang menijadi TUang
lingkun Pengawasan Inleo.

. rerjadi reorganisasi unit kerja/saiuan kerja bailk beorapa
pembubaran,  penggabungan,  dan/aran PCTAMpiieET,
sehimgga unit kerja/satier kerja semils borubsh nams
alan bensak duri yanp disebutkan i dalam la potan hasil
Pengawasan  Intern, maka  penvelesainn  cindak lanjut
diserahkan kepada wunil kerja vang memiliki lugze dan
fungsi yang menjadi ruang lingkup Pengawasan Intern.

Pasal |8
Lraliom hal hasil Peopawasan noern menganduiog unsur thidak
pidana, penyeicsaian liredax lanjut hesil Fenugwasan [nrermn
lidale menghepuskan Lunluian pidacs,

Paraprst 6
Pemantauan dan Penenluan Scatis Tindak Larjul Hasil
Penpawasan lnwern




Pasal 19

(1) Perniantavan dan penenluan stztus tindak Janjuf hasil
Mengawasan [ocern sehagaimana dimaksud dalam Pasal o
hurut ¢, dilakukan melalai perdlaian terhadap penjelasan
dan Lukil pendukung penyelesaian findsk  lanjut nDasil
Pengawasan intern unluk mencntilkar stats 1indak lanjut
biasil Penpawasan Tnlern.

[£] Penilaian sebagaimana dirmaksud pads oyat |1] menjacii
Langpung |awszlb tin Pengawasan Inlern vang melaksanakan
Fensnwasan [ntermn.

{3] Dalatn hal hasil penilaian tindak lanjut hasil Pengewasan
lnterny vang dilaksanakan olch Auditan tidak sesual decgan
rekomendasi hasil Peogaaasan Intern. tim Pengewsasan
[iatern meminty penjelasan kepads Audilan

[4] Dalam  pelaksanasan pomaneauan findsk  lanjut hasil
Vengdawasan Mniem schagaimana dimaksiwl pads avat (1),
tim Pengawasan litern berkoordinasi dengan Auditan untuk
prmmatakbiran data tindak lanjul secara berkala.

'amal 20

(1] Penentuan stans tindak lamuc hasil Pengasasan [niern
sehagaimana dimaksul dalam Pasal 19 avatl {17 dilela pkan
oleh Inspekctur.

i) Btats lindak lanjut hasil Peogawasan Incero sebapaimana
ditmakstd pady ayac (1) terdicd alas:

d, tindak  lanjur relah dilaksanakan sesual deopan
rekomendasi, sehingea dinvatakan | unlas

Ie lindak lamuce elah dilakssnalean 1etapi belum sesuai
cdengan rekomendasi, sehingga dinvarakan proscs;

£, releanendas] belum ditindaklanjotl; dan

d. rekomendasi tidak dapar ditindaklanjud sesvuai denean
alagan yang sah, schinpgs dinvalakan sebagai lemuan
hasil pengawasan yane tidak dapat ditindallanjati.

(31 Stats tindak lanjul sehagaimansa dimaksud pada aval (X
huruaf a disampaikan Inspekiorat leepada Auditan,

(4 Starus tindak lanjut sebapsimana dimakegd pada avar [(2)
hurut b dan huruf ¢, dilakukan pembahasan lebih lanjut
arlara [nepektoral dengan Auditan,

[-3) Sratus Aindale lanjur sebapaimana dirmaksud pada aval [2)
burul o, dilcrapkan  oleh [nepektur serclah  dilakukan
pribabiasan oleh Lim Penogwasan Intern.

Irasal 21
[ Audilan dapar mengajukan permohonan penelapan status
releomendasi tdak  dapat  ditindaklsnjuti atiyrAimai
dimalesud dalam Paszl 20 ayar (2] baraf d lerhadap
rekornendasi hasil Pengawasan nlern kepacda Tnspelecur,
(2] Kriterin  pencapan status rekomendasi dak dapat
dinndaklamjuil  sebapsimana  dimalssod pacla mvat (1)

e ipari:
A, lemdan hastl Penpawssan ntern yang rekomendasinea
cacar,

b, lemuan hasil Pengawasan [ntero ridak meomadai;
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c. tomuan hasil Pengawasan Truern luin vanyg tidalk dapat
dhinndalklarngudl; dan

d. rcmuan has:dl Perpawasan [otern rang  disonggah
demgan slasan yang sall dan dapat ditecitna wleh
[ospelitorat.

[3) Hasil Pengawasan Tnlern vang elah ditetapkan staiisnyva
menjad: rekomendas) tidak dawpal ilindaklanjutl, tidak
dilakukan pemaniaian kbih lanjui.

Prsal 22

(T} Tnzpekiur menyusun rekapirlasi basil pomantauan atas
tindak lanjut hasil Pengawasan  Intern sebassimana
thimnaksud dalam Pasal 20 ayal (5).

[2] Fckapitulasi hasil pemantausn atas tlindai lanjus basil
Pengawassn Inwmn sebagaimana dimalsud pada aval {19
disampaikan oleh Tnspektur kepada Kepala Badan melalui
Sekreturis Ulama secara herkala setiap & Jenam)] bulan alaa
scwaktu-waklu apabila diperluban.

BAB 1V
FERMANTATIAN TINDAK TANJTUT HASIL PEMERTKIAAN Bk
DAN PENGAWARAN OPKE

Paszal 23

(1] Unit Kema Esclon | dan saluan kerja dekonsentrasi dan
lugas pombantuan di bidang Pangan wajib menvuson
rencang akisl penvelesaian tindak lanjut tekomendasi hasi!
pomeriksasn BPK atau pengawasan BlRE.

(2} Penyusunan rencana aksi schagaimans dimaksud pads ayvat
(1} dikoordinasikan  olebs  Sekretaris  Utams  dengan
melibatkan Unit Kergja Eselor T dan satuao kera
dclionseniras dan tugas pembantuan i bidang pangan
lerkalt scsua: dengan linglup pemeriksaan BPE ataw
pongawasan BRLIS

[3] Permmantauan  peovelesaion cencana aksi Getbpaimana
dimalesuel pada aya: (1] dun pembabasun tindak lagjut
rekomendasi hasil pemeriksaan RBPK atau pengawasan BPKE
dikanordinasikan oleh unit kerja Eselon 11 wvang cermbidangl
urusan kevangan di ingkungan Badan Panpan Nasional

BAR WV
SISTEM INFORMAS] PENGAWASAN INTERN

[*a=zal 24
[1] Thalam  rangks  efisiensi dan  efelrivitas pelaksanaan
engawassn Intern, Inspelitora) mengemimngksn sistern
mnfermasi Pengawasan Tnlern,
{2] Sistem  informasi Pengawssan Intoen sebapaitnana
ditnakeud pada ayat (1) melipai;
A aplibasi ukses data dan informasi elektoonik pada Unit
Keria Eselon |
. aplikusi sistern manajemen Pengawasan latern, dan
¢ aplikasi pemacrauan hasil Pongawsasan Intern
Imspelitorar.
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(3) Pegawal wvang mempunyal akscs ke dalam sistem infoemas
Penpawasan Inlern waiibh momjaea kerahasiaan, inlesrias,
dan kerersedizan data dan sistom intormasi Penpawasan
intern.

[1] Pegrawar vang lidak melaksanakan kercniman sebapaimana
dinaksol pecta gvat (3 dikenakan sanksi sesual dengan
kelenluyan peraturan perundang-unclangan.

BAE VI
PENERAPAN PERANGKAT PROFESI

IPasal 25

{1] Pelaksavaan Pepnpawasan lntern rmenerapkan porangkat.
profcsi Penpawasan  Intorn yang  dikelusrkan  cleh
organisasi peodesi Auditer Intern Pemerinlah Indenesia
vang paling sedikic terdirl alas;

A, standar Audit;

b kode crik:

o, podoman telazh sejawat; dan

d. podoman lain lerkait Pongawasan Trilern,

(2} Dalam rangka memenuhi prinsip dasar dalam Pensawasan
Intern, Inspektorat menyuscn piagam Pengawaszan Tnlern
denpgan memperhatikan formal vang  dikeluatkan  oleh
organisdas prolest Audilace Intern Penerintah [endonesia

[3} Plagarm Penpawasan litern scbagammana dimaksud pada
Aval [2) merupakan peenyalaan toroulis mengenai;

d. ViImg

I roiasg;

rnooluuan;

o, kewcnangsn; dan
£, fAnggung jawdl,
[nepcktaorar

(4] Piagam Pengawasan [erere sebagaimane dimaksud pada
avat [2] chilefapkan oleh Kepala Badan.

BAB VTT
FENDANAAN

Pasnal 26
Peniyelenggaraan tala kelola Pensgswasan Intern, di lingkunean
Baedan Pangan Nasional bersumber pada:
<. anggaran peridapatan dan belanja nesars, danfatat
b sumber pendanaan lain veng sah dan mengikal sesaal
dongac kelentuan persluran petundarg-undangan,

BAE VITT
KETENTUAN PENLITUP

Fasal 27
Peranaran Badan ini mulai beraku pada tansya) diandangnkan.
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Agar sctiap orang mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2023

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 808,

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
AMA BADAN PANGAN NASIONAL,




